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Abstrak 

Seperti yang tehh diketahui, Natal menpakan perayaan yang di/akukan 
oleh ttmat kristiani untuk memperingati kehhiran [sa al-Masih yang 
dilakukan setiap tanggal 2 5 Desemhl!l: Perayaan ini sl!ling menimbu!kan 
perdebatan di antara organisasi atau komunitas muslim. Pendapat pro 
kontra tentang mengucapkan selamat hari nata! pun munm! dikalangan 
para pemikir dan tokoh blam kontemporer, sepeni halnya Ymuf a!­
Qardhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Sha/ih ai-Utsaimin. Menurut 
ai-Qaradhawi tidak ada /arang tmendiri baik itu atas nama lembaga 
ataupun diri sendiri untuk mengucapkan selamat hari Nata! atau 
yang lainnya kepada umat non-muslim, tl!l-!ebih lagi a!-Qaradhawi 
juga menganjud,an tmtuk berlaka baik kepada umat non-muslim yang 
tidka berbuat dzalim kepada umat Islam. Sedangkan Syaikh Utsaimin 
mengharamkannya karma perbuatan demikian itu ditak11tkan memb~~at 
senang kaum kuffar dan menyebabkan mereka seinakin k11at, se/ain it11 
j11ga be!ia11 menyebutkan bahwa da!am hal perbuatan itu terkandung 
pengak11an dan kere!aan terhadap simbo!-simbo! kektifuran. A!­
Qaradhawi menggunakan kajian taftir tenlalik dan metode istishlahi 
dalam mmgistinabtkan permasahhan ini, juga menggttnakan penalaran 
kebahasaan seem-a dalalab nash. Syaikh Utsaimin juga menggtmakan 
kajian tafiir tematik, hanya saja beliau menggmutkan met ode lain dalam 
beri.rtinbath yak11i menggunakan metode majhttm mttkhalafah dengan 
penalaran kebahasaan secara dzahir. 

Kata Kunci: Hukum selamat Nata!, Yusuf al-Qamdhawi, Syaikh 
Utsttimin. 
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PERAN MEDIASI DALAM 
MENANGGULANGI ANGKA PERCERAIAN 

Dl PENGADILAN AGAMA WONOSOBO TAHUN 2012 
Farah Nur Anggraeni* & Malik Ibrahim** 

Abstrak 

Mediasi mempakan proses penye/esaian suatu sengketa yang dibantll 
pihak ketiga meLtlui suatlt perundingan atau pendekatan tmifakat antara 
kedua belah pihak, dimana orang yang menjadi penengah suatu sengketa 
menurut Peraturan Mahkamah Agung PERMA disebttt mediator: Dengan 
meningkatnya perceraian di Pengadi/an Agama Wonosobo peran mediasi 
sang at dibutuhkan untllk mengurangi pemtmpukkan perkara. Pene!itian ini 
bertttjltan untuk menjelaskan bagaimana peran/efoktifitets praktik mediasi 
dalam mengatasi jumlah perkm·a yang semakin meningkat, dan apakah 
praktik tersebut sttdah seJuai dengan konsep hakam dan Huk~tm Islam. 

Hasi! pene!itian ini menunjukan bahtua peran I efektifitas pelaksanaan 
: mediasi di PA Wonosobo pada tahun 2012 masih kurang berhasi! atau 
· kurang maksimal. Hal tersebttt disebabkan dtta hal, baik dari aspek PA 

(hakim) maupun dari aspek para pihak yang berpedeara. Dari aspek hakim 
dari sebelas bakim yang bettttgas di PA Wonosobo hanya sattt orang yang 
sttdah mengikuti pelatihan mediasi (bersettifikat). Sedangkan dari para 
pihak yang berperkara yaitit banyaknya perkara verstek, serta para pihak 
ymzg belmn memahami pentingnya mediasi disamping hal tersebut diperkttal 

* Alumnus Prodi Hukum Keluarga Islam/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) 
Fakulcas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarra. 

** Sraf Pengajar pada Prodi Hukum Keluarga Islam/ AI-Ahwal Asy­
Syakhsiyyah (AS) FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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o!eh motifasi dm·i para pihak yang berperkara hanya untuk bm·erai 
saja, disamping bila mmah tangganya diteruskan hanya mendatangkan 
kemadhorotan, sehingga perka>-a g1tgatan perceraian dikabu/kan. Praktik 
mediasi di PA Wl!nosobo tahun 2012 tersebut sudah sesuai dengan komep 
hakam dalam Hukum Islam. 

Kata kunci: Mediasi, perceraian, Pengadilan Agama \V<mosobo, tahun 
2012. 

A. Pendahuluan 

Perkawinan adalah berkwnpulnya dua insan yang semula terpisah 
dan berdiri sendiri, menjadi satu kesacuan yang bermitra. 1 Dalrun undang­
undang dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dan seorang wan ita sebagai suami isrri, dengan tujuan untuk 
membentukkeluarga (rwnah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Keruhanan Yang Mal1a Esa. 2 

Tujuan perkawinan diantaranya: memperoleh ketenangan hid up yang 
penuh cinta dan kasih sayang (sakinah mawaddah wa rahmah), sebagai 
tujuan pokok dan utama. Tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan lain 
seperti: tujuan reproduksi (penerus generasi), unruk memenuhi kebutuhan 
biologis (seks), menjaga kehormatan dan ibadah.' 

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selama-lamanya 
dengan akad yang kuat, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal­
hal yang mempengaruhi kehidupan perkawinan hingga mengaral1 pada 
suatu perceraian. Islam terdapat kemungk.inan untuk bercerai, namun 
hal ini dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat terpaksa sebagai 
pintu darurat.' Dalam Kompilasi Hukwn Islam,. disebutkan putusnya 
perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena ralak atau 

1 Khoiruddin Nasucion. Hakam Perkawinan I Difengkapi Perbandingan UU 
Negara Nwslim Komtemporer,Edisi revisi, (Yogyakarra: ACAdeMIA & TAZZAFA, 
2005), him. 17. 

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tenrang Perkawinan, Pasal 1. 
3 Khoiruddin Nasurion, Hrtkllm Per-kawinan I, hlm. 38. 
4 Ricy Fatkhurrahroan, "Peran hakim mediator dalam penyelesaian perkam 

percercrifln di Pengadilan AgaTl14 ~ter Tah11n 2009-2010 pascn PERMA No. Itahun 
2008 rmtangprosedttrmediasi di Pmgadi/.an Agmna", Skripsi ridak diterbitkan, Fakulta.s 
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijnga Yogyakarta (2011). Hlm. 2. 
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berdasarkan gugaran perceraian. 5 

Pasangan suami-istri seharusnya menjauhkan angan-angan unruk 
bercerai. karena jika perceraian terjadi yang merasakan akibatnya bukan 
hanya suami istri tersebut, tetapi juga anak-anak yang tidak berdosa. 
Sememara lal<i-laki atau wanita lain belum tentu lebih baik daripada suami 
atau istri mereka.6 Perselisihan an tara suami-istri yang memuncak dapat 
membuat rwnah tangga ridak harmonis, sehingga akan mendatangkan 
kemudharatan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian. 
Merupakan jalan rerakhir yang ditempuh suami dan istri, hila rumah 
rangga mereka tidak dapat dipertahankan. 7 

Dalam mengatasi kemelut rumab tangga yang dihadapi oleh suami­
istri, Islam memerimahkan agar kedua belah pihak mengutus duahakam 
(juru damai)

8
• Hal tersebut bermaksud umuk mencari jalan keluar, 

sebagaimana firman Allah: 

l..u...>.! 0 1 ~I .;,.o~_, ~I .;,.o ~~l.9 ~ .;lA...:. ~1, 

!r..;> L..,k u IS' .Jli u I ~ .JJ1 J.9-'"'! l>-)4., I 

Adanya juru damai (hakam) untuk menengahi persoalan perceraian 
bisa dari pihak keluarga, ataupun pihak lain yang dianggap lebih bisa 
mengatasi persoalan itu. Orang yang berwenang mengutus juru damai 
adalah kedua belah pihak dan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa 
mengangkat atau mengutus mediator adalah suatu kewajiban, karena 
pengutusan itu bermak:sud rnengurangi dan mencegah kezaliman suami­
istri. Hal itu menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini pengadilan.9 

Dalam lingkungan Pengadilan Agama, us aha mendamaikan para pihak 
dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan 
itu tidak rerdapat siapa yang kalah dan siapa yang "menang. 10 Ditegaskan 

~ In pres No. 1 tahun 1991 ten tang Kompilasi Huku~ Islam, Pcu;all i4. 
6 

A.Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talaq, Cerai dan 
:Ruiuk (Bandung: Al Sayan, 1994), hlm. 91. 

' . ; Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam H"kllm Sj•ariah, H11kum Adat dan Hukmn 
NcuioJia!, ccc. ke-2 Qakarta: Kencana,2011), him. 18L 

' [b;d., him. 185. 
9 

Syabrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukmn Syariah. H11k11m Adat dan 
Hukl(m Nasionat, hlm. 187. 

10 
Abdul Man an, Penerapan Huk11111 Acat<z Perdatadi Linghmgan Pe~-ndilan Agama, 

eeL ke-5 Uakana: Kencana, 2008), him. 151. 
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dalam PERMA No. I Talmn 2008 Pasal 4, bahwa semua perkara perdata 
yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib lebih daltulu diupayakan 
penyelesaiannya melalui perdarnaian dengan bantuan mediator. 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. I Tahun 2008 
Pasal 3 dan 4, proses mediasi berlangsung paling lama 40 (em pat puluh) 
hari kerja sejak dipilihnya mediator. Dan penambahan 14 (empat belas) 
hari atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan dalam praktik di 
Pengadilan Agama Wonosobo, kebanyakan mediasi dilakukan saru 
kali melalui lembaga mediator, dengan jangka waktu 2 (dua) minggu 
penetapan, kemudian dilanjutkan laporan mediasi, namun jika para pihak 
ingin bermediasi kembali, maka mediasi bisa dilakukan lagi." Dalam 
HIR dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim 
wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berpetkara sebelum 
perkaranya diperiksa." 

Di Pengadilan Agama Wonosobo setiap perkara yang diajukan 
diberi kesempatan untuk dimediasi terlebih dalmlu, meski ada beberapa 
kendala dalam bermediasi. Kendala terse but adalah mediasi yang kadang 
dilakukan hanya sekali saja.13 Setiap perkara dinyatakan berhasil, bila 
telah diputus, putusan itu bisa berupa, dicabut, ditolak, tidak diterirna, 
gugur, dicoret dari regristrasi dan dikabulkan. 14 Jadi walau akhirnya 
bercerai, tetapi semua perkara pasti selesai dan dinyatakan berhasil. 
Pada talmn 2012 terlihat keberhasilan PA Wonosobo dalam menangani 
perkara perceraian. Hal tersebut terlihat dari banyaknya perkata yang 
telah diputus, walaupun ada kendala seperti yang dijelaskan di atas, 
selain kendala dari dalam juga ada kendala dari luar, yaitu para pihak 
yang berperkara yang sudah berkeinginan bulat untuk bercerai. Dari 
hal tersebut maka penyusun ingin mengetahui peran praktik mediasi 
di Pengadilan Agama Wonosobo dalam mengatasi jumlah perkara yang 
semakin meningkar. Dan kesesuaian praktik mediasidi Pengadilan Agama 
Wonosobo dengan konsep hakam dalam hukum Islam. 

11 Wawancam dengan N uryadi Siswanro, Hakim Pengadilan Agama Wonosobo 
Jawa Tengah, Tanggal04 April2013. 

l2 Nuryadi Siswanto, Han&:)llt, hhn 1. 

l} Wawa.nca~ dengan Nuryadi Siswanto, Hakim Pengadilan Agama \Xfonosobo 

Jawa Tengah, Tanggal 04 April20l2. 
1 ~ \Vawancara dengan Ira wan Hari \XIaluyo, Panitera muda hukLun Pengadilan 

Agama WonosoboJawa Tengah, Tanggal 04 April2013 
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Penyusun mengambil objek tahun 2012 karena jumlah perkara 
yang diputus pada tahun 20 12 paling banyak dibanding tahun-tahun 
sebelumnya, dalam hal ini penyusun mencoba membandingkan dengan 
tahun 2010 dan 2011, sebagai bukti bahwa meningkatnya jum!ah 
pasangan yang ingin bercerai setiap tahunnya di Pengadilan Agama 
Wonosobo. Pada tahun 2012 perkara yang berhasil diputus sebanyak 
2055 perkara, tahun 2010 adalah 1944 perkara dan tahun 2011 adalah 
172 5 perkara. 

B. Peran dan Fungsi Mediasi. 

Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada petwujudan 
kesepakatan damai yang permanen dan lestari, dalam mediasi para pihak 
memiliki posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau 
pihak yang dikalahkan (win-win sol11tion). Dalam proses mediasi para 
pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam 
pengambilan keplltusan. Dimana mediator1' tidak memiliki kcwenangan 
dalam pengambilan keputusan, tetapi dia hanya membanru para pihak 
dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai 
mereka 

16 
Untuk lebih detailnya penyusun akan mendefinisikan apa peran 

dan fungsi mediator karena mediator adalah orang yang bertindak sebagai 
penengal1 dalam mediasi. 

1. Peran Mecliator Dalam Mecliasi. 

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tmgkat Pertama 
-wajib ter!ebih dahulu diupayakan penyelesaian mela!ui perdamaian 
dengan bantuan mediator. 17 Mediator dalam pelembagaan mediasi atas 
sengketa yang terjadi di pengadilan memiliki pera~· yang penting. 18 Paling 
tidak, mediator adalal1 pihak netral yang membantu para piltak dalam 
proses petundingan guna mencati berbagai kemungkinan penyelesaian 
.sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah 

1 ~ Orang yang bertindak sebagai penengah (dalam mediasi). 
16 

Sahrizal Abbas, lHediasi dalam Hukmn Islam, H11k11m Ada!, dan H11k11tn Nasional, 
him. 24-25. 

17 PERMA No. l Tahun 2008, Pa.sal 4. 
18 

Suyud Margono, Penyilesaian Smgkera Bi.mis A/tentative DispJtfe Resof111iom 
(ADR), (Boger: Penerbir Galia Indonesia, 20!0), him. 122. 
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penyelesaian. 19 Suyud mengutip Howard Raiffa, menururnya peran 
mediator sebagai sebuah kontinum atau garis renrang, yakni dari sisi 
peran yang lemah hingga sisi peran terkuat.Sisi peran terlemah adalah, 
bila mediator hanya menjalankan peran-peran: 
a. Penyelenggara pertemuan. 
b. Pemimpin diskusi. 
c. Pemelihara atau penjaga aruran perundingan agar proses perundingan 

berlangsung secara beradap. 
d. Pengendali emosi para pihak. 
e. Pendorong pihak/perunding yang kurang yang kurang mampu atau 

segan mengemukakan pandangannya. 

C . Mediasi dalam Hukum Islam 

Konsep win-win Jolmion dalam mediasi, juga dikenal dalam sistem 
Hukum Islam. Walau cidak disebut dengan mediasi, namun pola 
penyelesaian sengkera yang digunakan menyerupai pola dalam mediasi. 
Dalam sis tern Hukum Islam dikenal istilah iJ!ah dan hakam. /Jiah adalah 
ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian 
perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan 
perbedaan-perbedaan yang menjad.i akar perselisihan. lntinya bahwa 
para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan 
masing-masing dan diamalkan untuk saling memaafkan'0 

Direrangkan dalam an-Nisa' (4) ayat 128 agar para pihak suami-istri 
memperbaiki diri demi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. 

~ 6 I L..q,k L. 4 :>!! !.¥>I;<-!_, i lj_,..t.i V---! .r .:...9\..;. oh-a I u)j 

~-' ~ <))j ~I ~)1 .:.~l_,fo. ~!_, b.l.,.o ~ 

.I . ··-'--'L...·IS'J!I<tj ~u_,.......... .u u. 

Dalam menghadapi nusyuz, suami mendqpat tugas urama untuk 
memperbaiki keadaan istri ( iJiah ). Dimana tahapan yang diterangkan 
ridak hanya menjadi pedoman bagi bagi suami atau isrri, retapi juga bagi 

19 Mahkamah Agung R1 PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 6. 
20 Numanlngsih Amriani, l'riediaJi A!ternnrifSengketa Perdata di Pengadilan, him. 

118-119. 

Af-MozCihib,Volurne 7, Nomer 2, Desember 2019 223 

hakam dalam membanru sengketa keluarga dalam kasus nmyuz. 11 

Seiain islah juga dikenal iscilah hakam. Hakam juga mempunyai 
pengerrian seperri mediasi, dimana hakam merupakan pihak ketiga 
yang mengikarkan diri kedalam konllik yang terjadi di antara suami­
i;tri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa 
diantara mereka:" Dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 3 5 d.imana dalam 
perselisihan antara suami-istri harus adahakam (juru damai) unruk menjad.i 
penengah di antara kedua belah pihak. Hakam itulah yang berhubungan 
dengan para pihak uncuk menanyai dan mendaparkan keterangan dari 
suami-isrri yang dalam Jyiqaq itu." 

Ada beberapa perbedaan pendapat tentang yang dimaksud hakam 
dalam sengketa ryiqaq. 

I. Mahzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali berpendapar bahwa berdasarkan 
zhahir surat An-Nisa (4) ayat 35 bahwa hakam diangkar oleh pihak 
keluarga suami atolU iscri dan bukan suami atau istri itu secara 
langsung. 

2. Ulama kontemporer seperti, Wahbah Zuhaily dan Sayyid Sabiq bahwa 
hakam atau mediator dapat diangkat oleh suami-istri yang disetujui 
oleh mereka sebagai penengah. 

3. As-Sya'bi dan Ibn Abbas mengarakan bahwa, pihak ketiga dalam 
kasus Jyiqaq diangkat oleh hakim arau pemerintah, karena kaca 
"fab'atJu makahendakiah kamumengutus" dimanaayar inidirujukan 
kepada semua kaum muslimin. 

Dari pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 
berwenang mengutus juru damai adalah kedua belah pihak dan 
pemerintah. Dapat pula dikatakan bahwa mengangkat atau mengutus 
mediator adalah suaru kewajiban, karena pengurusan itu bermaksud 
membasmi dan mencegah kezaliman suami-isrri, yang menjadi kewajiban 
pemerintah, dalam hal ini pengadilan. 24 

~ 1 Sahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukmn Islam, Huk11171 Adat, dan Hukum Nasio1~a!, 
him. 190. 

"Ibid., him. 119-120. 

!l Say uti Thalib, Ht~kum Kekel11argaan Indonesia, (jakarta: Pcnerbit UNiversitas 
Indonesia (Ul-Press), 1986), him. 95. 

2~ Sahrizal Abbas, A1ediasi da!am I-illkmn !Jiam, Huklltl7 Adat, dan H11k11m NasiolUI/, 
him. 185-187. 
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Batasan wewenang hakam dalam memediasi suatu sengketa dalam 

kasus Jyiqaq: 
1. Menurut Hanafi, Syafi'I, Hanbali, Hasan al-Basri dan Qatadah, 

seorang hakam atau mediator tidak bcrwenang untuk menceraik:an 

suami atau istti yang sedang didamaikannya. Hakam hanya bisa 
mengambil keputusan sesuai persetujuan dari kedua belah pihak. 
Mazhab Hanafi berpendapat apabilasuami istri itu harus diceraikan, 
maka juru damai itu harus melaporkannya kepada qadi, dan qadi lab 
yang berhak menceraikan. 

2. Menurut Sya'bi, Ibn Abbas dan Mazhab Malik, hakam berwenang 
memutuskan ikatan perkawinan antara suami isteri itu sekaJipun 
atas izin dari salah satu atau kedua belah pihak terse but. Tergantung 
kesepakatan kedua juru damai dari masih-masing pihak, dan bila 
terjadi perbedaan pendapat maka tidak dapat dilaksanakan perceraian 
itu sebelum ada kata sepakat. 25 

Apabila kedua orang hakam gaga! dalam usahanya untuk 
mendamaikan antara kedua suami-istri, maka keduanya mengambil 

keputusan an tara dua perkara : 
1. Hakam dari pihak suami menjatuhkan talak kepada istrinya sebagai 

wakil dati padanya. 
Dalam Hukum perkawinan dalam Islam, UU No. 1 Talmn 1974 
tentang Perkawinan Pasal 101, diterangkan bahwa isteri yang 
diceraikan dengan talak sebab ryiqaq, tidak boleh dirujuki lagi oleh 
suaminya. 

2. Hakam dari pihak istri mengkhtt!uk suaminya sebagai wakil dari 
padanya.26 

D. Mediasi menurut Peraturan Perundangan 

l. Mediasi dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 
Pasal28 ayat (3). 

Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (BP-4) 
adalah bad an yang dibentuk oleh Departemen Agama untuk mendamaikan 

"Ibid., hhn. 187-188. 
26 Mahmud Yunus_. Hukum Perk4winan dalam Islam, cec ke-4, (Jaknrra: P.T 

HIDAKARYA AGUNG, 1968). blm. 138. 
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a tau memediasikan para pihak yang beragamalslam yang ingin bercerai, 
hal ini Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975 Pasal 
28 ayat (3). 27 Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian 
ke Pengadilan Agama, pertama kali mereka mendatangi BP4 ini, namun 
t:neskipun para pihak belum mendatangi atau bel urn melalui proses BP4, 
dan langsung mengajukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama tetap 
menerima perkara rersebut, perkara yang sudah melalui BP-4 ataupun 
belum, wajib diupayakan perdamaian oleh hakim yang memeriksa dan 
mengadili perkara tersebut.28 

2. Mediasi dalam PERMA No. I Tahun 2008 

Kehadiran PERMA Dimaksudkan untuk memberikan kepastian, 
ketertiban, kelancatan dalam prose; mendamaikan para pihak untuk 
rnenyelesaikan suatu sengketa perdata. Pada prinsipnya rnediasi di 

lingkungan pengadilan dilakukan oleh mediaror yang berasal dari luar 
pengadilan. Namun, mengingat jumlah mediator yang sangat terbatas 
dan tidak semua pengadilan tingkat penarna tersedia mediator, maka 

PERMA mengijinkan hakim menjadi mediator. 29 Dalam PERMA No. 1 
Tahun 2008, Pasal 1 diterangkan sebagai berikut : 
a. Dalam ayat (6), dimana mediator adalah pihak yang netral yang 

membanru para pihak dalam proses perundingan guna mencari 
berbagai kemungkinan menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan 
cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 

b. Ayat (8), menyatakan para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum 
yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengkera 

. mereka ke pengadilan unruk memperoleh penyelesaian. 
c. · Ayat (10), Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh 

tiap pihak yang memuat duduk perkara atau usulan penyelesaian 
sengketa. 

li Pengadilan Agarna dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapar 
'memint;t bancuan kepada Badan Penasihac Perkawinan Peselisihan dan Perceraian 

(BP4) agar mcnaschari kedua suami istri rersebur unruk hidup makmur dalam 
rumah rangga. 

28 
Nurmaningsih Amriani, MEDIAS! Altemari[Sengketa Perdata di Pengadilan, 

h1m. 134-135. 
19 

Sahrizal Abbas, Mediasi dalam H11kmn Islam, H11kmn Adat, dan HNkffm Nasional, 
him. 311-312. 
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d. Ayat (12), proses mediasi tettutup, hanya dihadiri para pihak dan 
kuasa hukum mereka dan mediator dan pihak lain yang diizinkan 
oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak 
boleh disampaikan kepada public terkecuali atas izin para pihak. 

e. Dalam ayat (14) direrangkan pcngadilan tinggi adalah pengadilan 
yang ada dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. 

3. Mediasi dalam Pasal 130 Ayat (l) HIR, Pasal 154 Ayat (1) 

REg dan Pasal31 Rv, Upaya perdamaian. 

Hakim dalam memeriksa perk.ara perdata yang diajukan oleh pihak 
penggugat terhadap pihak tergugat rerlebih dulu harus mengupayakan 
perdamaian, sebagaimana dalam Pasal 130 Ayat (1) HIR,30 Pasal 154 
Ayat (1) RBg,' 1 Pasal 31 Rv, juga diterangkan sepetti itu, dim ana hakim 
dalam setiap pemeriksaan harus mengupayakan perdamaian. Jika 
dalam perdamaian rersebut ada salah satu pihak baik tergugat maupun 
penggugat memburuhkan juru bahasa, mereka dapat menggunakan 
juru bahasa yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri yang telah disumpah, 
tetapi jika juru bahasanya berasal dari luar pengadilan, maka juru bahasa 
rersebut harus disumpah terlebih dahulu. Tugas juru bahasa adalah 
menterjemahkan bahasa agar dapat dimengetti oleh pihak penggugat 
araupun tergugar (Pasal130 ayat4 dan Pasal131 HIRjo. Pasal155 RBg 
jo. Pasal33 BRv).;2 

Upaya mendamaikan dalam perkara perceraian dimana rerjadi 
pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan hakim secara 
optimal. Sedangkan dalam perkara perceraian karena alasan zina, cacat 
badan atau sakir jiwa yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan 
kewajibannya, makahakim terap mengusaltakan suaru perdamaian karen a 
merupakan kewajiban retapi tidak diruntut secara optimal, seperti karena 
pertcngkaran dan percekcokan. Hal itu dilakukan merupakan kewajiban 
moral saja, bukao.kewajiban hukum. Dimanadikemukakan bahwaselama 

}O Jika pada hari yang direntukan itu, kedua belah pihak darang, rnaka 
Pengadilan Negeri dengan penolongan kctua mcncoba akan mendamaikan kedua 

be1ah pihok. 
}I Apabila pada hari yang telah direnrukan para pihak dan1ng menghadap, 

maka Pengadilan Negeri dengan peranraraan kecua berusaha mendamaikan. 
32 Sarwano, H11kum Acam Perdata Teori dan Praktik, (J akarca: Simu Grafika, 

20il),hlm.1)9-162. 
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perkara bel urn diputus us aha mendan1aikan para pihak yang berperkara 
dapat dilakukan dalam setiap sidang pemeriksaan-" Dijelaskan hal serupa 
dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 renrang Peradi!an Agama 
Pasal 82 ayat (4).-" 

E. Analisis Terhadap Perkara yang dimediasi di PA Wonosobo 

Untuk lebih mudah dalam menganalisis penyusun mengambil 
12 perkara pada rabun 2012, dimana 12 perkara perceraian rersebut 
diambi! berdasarkan penetapan tanggal med iasi dati bulanJanuari sampai 
Desember masing-masing diambil I perkara, kemudian dianalisis pada 
bab selanjurnya. 

Tabel III 
Perkara yang dimediasi di Pengadil~n Agama Wonosobo tahun 2012 

Tgl. 
No. regrister 

Tgl. Penetapan 
Ker. 

mediasi mediacor 

04-01-2012 2126/pdt.G/2011/PA.Wsb 28-12-2011 Cerai ralak 

08-02-2012 0060/pdt.G/2012/PA.Wsb 25-01-2012 Cerai gugar 

27-03-2012 0388/pdt.G/2012/PA.Wsb 20-03-2012 Cerai talak 

12-04-2012 2124/pdt.G/2011/PA.Wsb 05-04-2012 Cerai gugat 

15-05-2012 0476/pdt.G/2012/PA.Wsb 08-05-2012 Ceraigugat 

04-06-2012 0811/pdt.G/20 12/PA.Wsb 28-05-2012 Cerai gugac 

02-07-2012 1019/pdt.G/20 12/PA.Wsb 25-06-2012 Cerai talak 

07-08-2012 1208/pdt.G/2012/PA.Wsb 31-07-2012 Cerai gugat 

10-09-2012 1334/pdr.G/2012/PA.Wsb 03-09-2012 Ceraigugar 

22-10-2012 1674/pdt.G/2012/PA.Wsb 15-10-~012 Cerai gugat 

01-11-2012 1870/pdt.G/2012/PA.Wsb 25-10-2012 Cerai gugat 

06-12-2012 1957/pdt.G/20 12/PA.Wsb 29-11-2012 Cerai gugat 

}J Peraturan Pemerimah Nom or 9 Tahun 1975 [Cntang Petunjuk Pelaksanaan 

UU No. 1 Tahun 1974 Tenmng Perkawinan, Pasal 31. 
34 Abdul Manan, Penerapan Hrtlaum Acara Perdata di Unghmga11 PmJdilan Agama, 

him. 165-166. 
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Keterangan : 

a. 2126/pdt.G/2011/PA. Wsb 
1) Cerai talak 
2) Alasan pengajuan gugaran 

Pemohon dan rermohon menikah rahun 1981 ringgal bersama di 
kediaman milik bersamaselama 18, dan dikaruniai 3 orang anak. 

Kemudian selama 3 tahun pemohon berangkat kerja ke Amerika 
dari tahun 2000-2003. Kehidupan rumah tangga pemohon dan 
termohon mulai goyah sejak tahun 1985, dimana termohon 
berubah sikap kurang perhatian terhadap termohon dan sikap 
yang suka marah-marah. Sekembali dari Amerika sikap termohon 
tetap juga tidak berubah bahkan semakin memburuk. Dan 
pemohon kembali kerumah kedua orang tua. Dan sudah pisah 
tempat tinggal selama 11 tahun. Dan majlis hakim mengabulkan 
permohonan konpensi.3 ~ 

3) Alasan penundaan sidang 
Karen a majlis hakim tidak lengkap, ketua majlis hakim dinas ke 
PTA Semarang, dan hakim anggota ada yang cuti. 
Bukti-bukti gugatan rekonvensi: Pembuktian, musyawatah majlis 
hakim, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majlis hakim, 
pembuktian dan pemanggilan rermohon, pembuktian lanjutan, 
pembuktian lanjutan (kedua).36 

b. 0060/pdt.G/2012/PA.Wsb 
1) Cerai gugat 
2) Alasan pengajuan gugatan 

Terjadi perselisihan dan pertengkaran amara penggugat dan 

tergugat karena tergugat tidak menghargai orang tua penggugat, 
apabila orang tua penggugat menasehati tergugat secata baik 

centang pekerjaan. Tergugat tidak malu melakukan KDRT 
bahkan sampai ke urusan desa setelab menganiaya penggugat1 

dimana tergugat telah mengucapkan shigat taklik talak sewaktu 

menikah. 37 

}5 Lihue lampiran , Nomor Register 2126/pdr.G/20 12/PA.Wlsb. 
36 Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, "register induk perkara gugatun 

Pengadilan Agama/ Mahkarnah Syar'iyah tahun 2012". 
:r; Lihac lampiran, No. Register 0060/pdr.G/2012/PA.Wsb. 
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c. 0388/pdt.G/2012/PA.Wsb 
1) Cerai talak 

2) Alasan pengajuan gugatan 
Adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat 

dan tergugat dikarenakan tergugat yang selalu tidak pemah 
bersyukur akan uang na£kal1 yang diberikan dan selalu merasa 
kurang, pada akhirnya tergugat pergi ke rumah orang tuanya. 38 

3) Alasan penundaan sidang 

a) Pemanggilan rermohon 
b) Pembuktian 
c) Upaya damai 
d) Pemanggilan penggugat dan tergugat39 

d. 2124/pdt.G/201!/PA.Wsb 
I) Cerai gugat 
2) Alasan pengajuan gugatan. 

Pada waktu menikah tergugat mengucapkan taklik talak. 
Penggugat dan rergugat hidup rukun dan tinggal bersarna selama 
1 tahun di Wonosobo, kemudian kemudian pindah dirumah 
orang tua tergugat diJakartaselama 2 bulan, setelah itu kembali 

ke Wonosobo kembali dan tinggal selama 2 bulan, selanjutnya 
tinggal di Jakarta lagi selama 2 bulan, kemudian tinggal di 
Makasar selama 2 bulan. Kemud.ian d.i Wonosobo lagi 1 bulan, lalu 
ke Makasar lagi 1 bulan, dan] ambi 3 Minggu. Penggugat selalu 
mengikuti kemanapun tergugat pindah kerja, dan melakukan 

hubungan layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak. 
Dan akhirnya terjadi perselisilian karena tergugat berselingkuh, 
dan sudah berpisah selama 11 bulan, tergugat juga sudah tidak 
memberi nafkah baik secara lahir maupun batin, dalam hal ini 
tergugat mengajukan eksepsi'0 

3) Alasan penundaan 

a) Panggil tetgugat 
b) Pembuktian 

38 Lihat lampiran, No. Register 0388/pdt.G/2012/PA.Wsb. 
39 Dokwnen Pengadilan Agama Wonosobo, "register induk perkam ,gugatan 

Pengadilan Agama / Mahkamab Syar'iyah tahun 20 l2". 

-1o Lilutt lampiran, No. Register 2124/pdr.G/2012/PA.Wsb. 
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c) Mediasi jawaban 
d) Revisi jawaban tergugat via PAJakatta pusat 
e) Revisi jawaban tergugat via PA J akatta pusat (yang kedua) 
f) Duplik 
g) Musyawarah majlis.41 

e. 0476/pdt.G/2012/PA. Wsb 
1) Cerai gugat 
2) Alasan pengajuan gugaran 

Terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat 
tidak mampu memberi nafkah bathin, dimana seriap diajak 
berhubungan kelamin rergugat tidak mau karena faktor usia 
yang sudah tua. Penggugat sering kecewa menahan has rat yang 
tidak terbendung." 

3) Alasan penundaan sidang 
a) Panggil tergugat 
b) Panggil tergugat (kedua) 
c) Mediasi 
d) Pembuktian dan panggil tergugat.'; 

f. OSll/pdt.G/2012/PA. Wsb 
1) Cerai gugat 
2) Alasan pengajuan gugatan 

Karena fakror ekonomi dirnana tergugat sebagai kepala rumah 
tangga, tidak bertanggung jawah atas keluarga, tidak bekerja 
untuk memenuhi kehidupan rumah tangga. ] ustru penggugat 
yang harus membanting tulang mencari nafkah untuk mcncukupi 
kebutuhan. Dan telah berpisah tempat tinggall rabun lamanya." 

3) Alasan penundaan sidang 
a) Perdamaian 
b) Hasil mediasi 
c) Perdamaian 

~t Dokumcn Pengadihm Agama \X'onosobo, "register induk pcrkara gugatan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah rabun 2012". 
41 Lihat lampiran, No. Register 0476/pdr.G/PA.Wsb. 
4~ Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo,"register induk perkara gugatan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah talmn 2012''. 

4-1 J.ihac lampiran, No. Register 0811/pdt.G/2012/PA.Wsb. 
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d) Jawaban tergugat 
e) J awaban tergugat (bagian 2) 
f) Replik 
g) Duplik 
h) Duplik tergugat 
i) Pembuktian 
j) Panggilan tergugat 
k) Musyawarah majlis." 

g. 1019/pdt.G/2012/PA.Wsb 
1) Cerai talak 
2) Alasan pengajuan gugaran 

Tidak ada keharmonisan karena termohon tidak patuh. 
tidak menghormati kepada pemohon kalau dinasehati berani 
melawan,tida.k patuh dan tidak menghargai mertua.kemudian 
karena sudah tidak tahan pemohon mengembalikan termohon 
dan sudah berpisah 7 bulan. 46 

h. 1208/pdt.G/2012/PA.Wsb 
I) Cerai gugat 
2) Alasan pengajuan gugatan. 

Karen a tergugat melanggar tak!ik tafak, dimanadalam pemikal1an 
pernah mengucapkan shigat taklik ralak dan telah menanda 
tanganinya, dimana penggugat jarang memberi nafkah dalam 
kurun waktu 1 rabun, dan hanya mengandalkan penggugat." 

3) Penundaan sidang 
a) Panggilan tergugat 
b) Panggil tergugat. 48 

i. 1334/pdt.G/2012/PA. Wsb 
I) Cerai gugat 

-1 5 Dokumcn Pengadilan Agama \Vonosobo, "register induk perkara gugatan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah rabun 2012". 
46 Lihar lampiran, No. Register 1019/pdt.G/2012/PA.Wsb. 
47 Lihar lampimn, No. Register 1208/pdt.G/2012/PA.Wsb. 
-IS Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo,"registcr induk perkara gugacan 

Pengadihm Agama /.Mahkamah Syar'iyab cahun 2012". 



2) Alasan pengajuan gugatan 
Karena sudah 5 tahun terjadi perselisihan dan pertengkarankarena 
faktor ekonomi, dimana tergugar hanya buruh di bengkel dan 
penghasilan sedikir, dan ridak pernah dikasihkan ke penggugar. 
Unruk memenuhi kebutuhan dari hasil keringan penggugar. 
Dimana penggugar beranggapan tergugar menelantarkan 
keluarga, dan berpisah tempat rioggal sudah 4 bulan lamanya," 

3) Alasan penundaan 
a) Jawaban rergugat 
b) Replik tergugat." 

J· 1674/pdr.G/2012/PA.Wso 
1) Cerai g ugat 
2) Alasan pengajuan penggugat 

Terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena jarang memberi 
nafkah lahir dan sering pulang larut malam, Dimana penggugat 
dan rergugat relah berpisah rem pat tinggal selarna 6 tahun 10 
bulan. Dan membuat rersiksa lahir batin. penggugat." 

3) Alasan penundaan 
Memanggil tergugat dan peoggugat.52 

k. 1870/pdt.G/2012/PA.Wsb 
1) Alasan pengajuan gugatan 

Tergugat dan penggugat sudah berpisah 10 bulan karena 
penggugat merasa tidak tal>an dengan sikap tergugat yang suka 
mabuk-mabukan, suka kasar dan tidak jujur masalah uang." 

2) Alasan penundaan 
a) Panggil tergugat 
b) Panggil penggugat 
c) Replik tergugat." 

49 Lihat lampiran, No. Register 1334/pdt.G/2012/PA.Wsb. 
~0 Dokwnen Peogadilan Agama Wonosobo,"register induk perkara gugacan 

Pengadilan Aga.ma /Mahkamah Syar'iyah cahun 2012". 
51 Lihat lampiran, No register 1674/pdr.G/2012/PA.\'Xlsb. 
52 Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, "register induk perkara gugaran 

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah rahun 2012. 
5j lihac Jampinm, No Regisrer 1870/pdr.G/20 12/PA.Wsb. 
~-• Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, "register induk perkara gugaran 

Pengadilan Agama/ Mahkrunah Syar'iyah rahun 2012". 

l. 1957/pdt.G/2012/PA.Wsb 
1) Cetai gugat 
2) Alasan perceraian 

Awalnya pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun dan 
berhubungan layaknya suami istti (ba'da dukhu!) namun belum 
dikaruniani anak. Perceraian karena kawin paksa, dan ridak ada 
cinra.55 

3) Alasan penundaan sidang 
Panggil tergugat dan pembuktian." 

Dari 12 sam pel perkara di at as, semua perkara diputus cerai oleh majelis 
hakim, karen a para pihak sudah tidak mung kin didarnaikan, sehingga bila 
tidak dipums cerai juscem akan menimbulkan kemadhorotan, >ehingga 
mjuan dari perkawinan yairu sakinah mawaddah wa rohmah menjadi tidak 
dapat tercapai. Disarnping itu karena jurnlah perkara yang masuk semakin 
ban yak namun jumlah hakim di PA Wonosobo hanya berjumlah 11 orang, 
itupun yang sudah mengikuti pelatihan mediasi dan bersertifikat hanya 
satu orang hakim saja, maka proses mediasi tidak dapat berjalan maksimal, 
karena dengan jumlah perkata yang semakin bertarnbah banyak maka 
proses persidangan terkesan hanya untuk memenuhi aspek formal 
persidangan semata, sementara aspek substansial serta proses mediasi 
kurang mendapatkan pethatian maksimal, sehingga proses persidangan 
terkesan hanya unmk '"kejar setoran" menyelesaikan jurulah perkara yang 
semakin banyak masuk ke PAWonosobo. Hal rersebut lebih diperparah 
oleh para pihak yang berperkara di PA Wonosobo dalam kondisi emosi 
yang sudah sangat memuncak disamping beberapa putusan majelis 
ha)<im yang bersifat vetstek, sehingga dalam benak para pihak yang 
berperkara tidak ada opsi lain dalam sidang selain hanya umuk bercerai 
saja. Ini menjadikan para pihak sulit unmk didamaikan, sehingga semakin 
mempersulic proses mediasi, sehingga proses mediasi belum bisa berdaya 
guna dan berhasil gun a serta efektif. Oleh sebab itu mediasi merupakan 

,·hal yang peming sebagai media untuk menengahi perka~a perselisihan 
dan berperan untuk mendamaikan atau menengahi perkara perceraian57 , 

) 5 Lihat lampiran, No. Register 1957/pdt.G/2012/PA.Wsb. 
56 DokW11en Pengadilan Agama Wonosobo," register induk perkartl gugaran 

Pengadilan Agama}.Mahkamah Syar'iyah tahun 2012''. 

. n Ibrahim, Malik, Tunggakan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama dan 

Upaya P~nanggnlangannyil, dalamjuma!Aplikasia, Vol. 18 No.1 Tahun 2018 
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sehingga suami-istri mengurungkan niatnya untuk bercerai, rneski pada 

akhirnya segala kepucusan jaruh pada suami-isrri, apakah mereka ingin 
bercerai a tau meneruskan perkawinan. Seperti diajarkan oleh Islam, yang 
memerintahkan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di 
an tara man usia, sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian. Seperri 
firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat (49) ayar 10: 

·Ll4>.>' ~ .dJI!_,..Qjl_, ~_p.l ~ i~l.s o_p.j uj-l4jl.IL.l) 

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu 
damaikanlah anrara kedua saudaramu dan berrakwalah kepada Allah 
supaya kamu mendapat rahmat"." 

Maksud ayat di aras, jika ada dua orang yang berrengkar arau 
berperkara maka damaikanlah mereka, perdamaian iru hendaklah 
dilakukan dengan adil dan benar, sebab Allah mencintai orang yang 
berlaku adil. Seorang mediator atau hakam yang bertugas unruk 
mendamaikan para pihak yang bersengketa, dalam menyelesaikan perkara 
harus menggali dan mendengar kererangan kedua belah pihak", sehingga 
mengerahui masalah yang diperselisihkan, agar bisa menjadi penengah 
dari perkara tersebut. 60 

F. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di acas mengenai peran 
mediasi dalam menanggulangi perkara perceraian di Pengadilan Agama 
Wonosobo tal1un 2012, dapat disimpulkan: 
a. Pelaksanaan mediasi di lingkungan PA Wonosobo masih belum 

maksimal, hal tersebut disebabkan secara internal minimnya jumlah 
hakim yang sudah mengikuti pelatihan mediasi dan mendapat 
serifikat sebagai mediator. Juga perbandingan an tara jumlah perkara 
yang masuk dengan jumlah hakim yang menyidangkan perkara ridak 

58 Deparcemen Agama RI, Alqttr'an dart Terjemahnya, (Jakarra: Proyek 

Pengadaan Kicab Suci AI-Qur'an, 1984), h. 846 
~9 Abdul Manan, Penerapan H11kum Amm Perdr~trl tfj lingkung(tn Peradilan Agamfl, 

cet. Ke-5. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151. 
60 Malik Ibrahim., Efekcifitas Peran Mediasi d·,tlam Menangguhmgi Perceraian 

di Lil-.gkungan Peradilan Agama., dalamjmna/ Aladania, VoL 19 No. l Juni 2015, 

him. 116-117 
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sebanding, sehingga hakim disibukkan untuk segera menyidangkan 
perkara tersebut secara maraton. Disamping secara eksternal para 

pihak yang berperkara sudah sulit didamaikan, karena sudah pada 
rahapan emosi yang memuncak dengan pasangannya, sehingga yang 
terpikir adalal1 bagaimana bisa segera bercerai, dis am ping banyaknya 
persidangan yang dilakukan bersifat verstek. 

b. Pelaksanaan mediasi di PA Wonosobo pada rabun 2012 merupakan 
pengejawantahan dari konsep hakam dahun hukum Islam serta 
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 serra 
ketentuan lainnya, sehingga pelaksanaannya relah sesuai dengan 
konsep hakam dalam hukum Islam dan kerentuan yang ada, hanyasaja 
dahun prakrinya masih bel urn maksimal karena terkendala beberapa 
hal baik dari pihak PA (hakim) maupun para pihak yang berperkara. 
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KEKERASAN SEKSUAL (PEMERKOSAAN) DALAM RUMAH 
TANGGA SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PERCERAIAN 

DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

Abstract 

Roikhatul Maghfiroh 

Alumni Pondok Pesantren Denanyar jombang. 
6rohkul930@gmail.com 

Ketttlthan seb11ah rJtmah tangga dan keruktman pasangan sttami istti 
adalah sebuah keniscayaan yang tak terelakkan. Hal-ha/yang dapat 
menJ1ebabkan keretakan ntmah tangga salah satttnya yaitu kekerasan 
dalam mmah langga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuattt 
yang ha171S dihindari olehmnua pihak, haik oleh anggota keluarga, 
masyarakat, pengemuka agama, bahkan pem.,·intah. Mengingat 
pentingnya perlindtmgan kekerasan dalam rumah tangga, tidak ironis 
jika terdapat p1!1-atm-an pemndang-undangan yang bert11j11an tmt11k 
menghapus kekerasan dalam mmah tangga. Misalnya dalam U U 
Nomor 23 Tahttn 2004 Tentang Keket·asan Dalam RJtmah 'Etngga. 
Hukum Islam mwandang bahwa kekerasan seksual dapat dijadikan 
sebagai alasan penga;itan perceraian karena terdapat unsur pemaksaan 
dan tidak menjalankan Mu'asyaroh bi al-Ma'mf, sedangkan 
men11mt h11kmn poJitif befpendapat bahwa berlaku sewenang-wenang 
saja dapat dijadikan alasan pengajuan perceraian apalagi sampai 
melakttkan kekerasan seksual secare:J paksa. 

Kata Kunci : Kekerasan SekJ~tal, PercerctUm, liukum Isktm, Huk1tm 
Po.ritif 
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A. Pendahuluan 

Perj ala nan sebuah perka win an tidaklah selalu tenang dan 
menyenangkan. Dalam rumah tangga sering terjadi percekcokan akibat 
ulah istri atau suami. Akan tetapi hendaklah perekcokan itu tidak 
dibiarkan menjadi besar. Jika dahtm perkawinan terdapat konflik yang 
berkepanjangan, dimana apabila perkawinan tersebut recap dilanjutkan, 
akan menimbu!kan hal-hal yang dapat merugikan anggota keluarga, 
maka jika hal itu cerjadi perkawinan tersebut dapat dipurus dengan cara 

perceraian. 
Dalam keadaan demikian Islam memberikan alternatif pemecahan 

(solusi) yaitu dengan dibolehkannya perceraian. Hukum Islam 
membenarkan dan mengizinka.n perceraian, kalau perceraian itu lebih baik 
daripada tetap berada dalam perkawinan. Meskipun demikian, perceraian 

merupakan hal yang dibenci Allah SWT. 
Pemerkosaan dalam perkawinan lazin1 juga disebur marital rape 

dalam kebiasaan dan budaya hubungan seksual di Indonesia relative 
tidak begiru popular. Pemerkosaan diasumsikan perbuaran cabul seorang 
laki- laki terhadap perempuan secara memaksa untuk melampiaskan 
hawa nafsu seks. Perbuaran iru tidak dilakukan dengan kesediaan dan 
juga tidak dalam konteks rumah rangga. Ter!ihat sekali bahwa definisi 
pemerkosaan mengalami reduksi. Pemerkosaan dalam rumah cangga 
tidak dimasukkan dalam kategori ini, maka dari icu pemerkosaan dalam 
rumal1 tangga masih tergolong konrroversial. 

Berdasarkan uraian singkat di atas, hukum yang dapat diarnbil 
yakni dengan menggunakan metode qiyas. Allah memerintahkan kepada 
seorang suami untuk menggauli istrinya dengan baik atau sebaliknya. 
J adi, suami tidak boleh sewenang-wenang dalam memperlakukan istri. 
Hal ini menunjukkan bahwa berlaku sewenang-wenang menyakiti 
istri saja dilarang, apalagi melakukan kekerasan seksual. Permasalahan 
tersebut termasuk dalam karegori qiyas aulawi, yang mana furu' lebih 
tinggi tingkatannya dibanding hukum ash! dengan illat yang sam a yaitu 

menyakiti isrri.r 

1 Moh Rifa'i, limn Fiqih !Jiam L.engkap, (Scmarang: PT Karya Toha Putra, 

1978), hlm. 98. 

I 
I 
\ 
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B. Pemerkosaan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam 
dan Hukum Positif 

Dalam ikatan perkawinan hubungan suami istri (seks) adalah sesuatu 
yang ha.lal tetapi ridak sampai membolehkan kekerasan-kekerasan yang 
memungkinkan dapat menyertainya. Kedua hal ini hams dipisahkan, 
karen a sangat jauh berbeda. Membolehkan hubungan seks dalam ikatan 
perkawinan adalah mendukung kelangsungan hid up man usia dan sangat 
manusiawi, sementara membolehkan kekerasan bukan hanya tidak 

manusiawi akan tetapi pada tingkat kua!itasnya yang tertinggi 
ia menghentikan derap langkah manusia itu sendiri. Dengan pandangan 
ini dapat diduga bentuk ancaman sanksi yang dapat dicerapkan. Apabila 
hal itu (erjadi, maka pelakunya semestinya diancam karena kekerasan 
atau pemaksaan yang dilakukannya. Hal ini dapat dianalogikan dengan 
tindakan pemerkosaan. Diancam dengan hukuman: Pe·1tama, pe!aku 
tindak pemerkosaan diancam dengan rajam, karena ia telah melakukan 
zina (apabi!·a ia sudah menikah, sedangkan yang belum menikah di 
cambuk). Kedua, ia diancam hukuman karen a tindak pidana pemaksaan. 
Dari kedua ancaman tcrsebut, ancaman pertama rentu saja tidak mungkin 
dijatuhkan kepada suami, sebab hubungan mereka adalah sah dan legal 
dan tidak mungkin dikategorikan zina. N amun pemaksaannya, tidak 
berbeda dengan pemaksaan yang dilakukan dalam sebuahpemerkosaan.2 

Dalam ban yak praktik hukum, perempuan dinilai separo dari harga 
Iaki-laki. Oleh islam pandangan dan praktik misioginis-diskriminatif 
itu diubal1 dan diganti dengan pandangan dan praktik yang adil dan 
manusiawi. Islam secara bertahap mengembalikan otonom.i perempuan 
sebagai man usia merdeka. 3 

· Para ahli tafsir menyatakan, qawwam berarti pemimpin, penanggung 
jawab, atau, pengatur dan pendidik. Penafsiran semacam ini memang 
tidak perlu kita persoa!kan lagi, akan retapi secara umum para ahli 
rafsir berpendapat, superioritas laki-laki adalah mutlak. Superioritas ini 
.diciptakan oleh Tul1an hingga tidak bisa diubah. Kelebihan laki-laki atas 
, perempuan, menurut ahli tafsir dikarenakan kapasitas aka! dan fisiknya. 4 

2 Alimin M, Bercinra Dalam Ungkapan Kirab Suci (Tirik. Temu Konsep MariraJ 

Rape dcngan gagasan Qur'aini), Ahkam, Vol. VII, No. 15 (2015), hlm. 66. 
3 Husein Muhammad, Fiqh Peremp11an: Rejleksi Kiai atas Agama dan Gende~; 

(Yogyakacra: LK!S 2001), hlm. 19. 

~ lbid., hlm. 20-21. 



242 Roikhatul Maghfrroh, Kekerasan Seksua/ (Pemerkosaan) dalam Rumah Tangga ... (239·249) 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
pengertian pemerkosaan tidak terlepas dari pengertian kesusilaan, karena 

pemerkosaan merupakan salah satu bagiao kejahatan kesusilaan yang 
diarur dalam BAB XIV Pasal 285, 286, 287, dan 288 KUHP. lstilah 
kesusilaan betasal dari kata susila yang berarti beradab, sopan, tertib, 
atau adat istiadat yang baik. Kesusilaan karenanya berarti sesuatu yeng 
terkait dengan adab atau sopan santun.5 

Sedangkan delik kesusilaan adalah segala perbuatan yang dapat 
dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undaog­
undang. Dari pengertian kesusilaan ini bisa dikatakan, nilai-nilai kesusilaan 
tidak hanya-terkair dengan perkara seksual yang bersifat pribadi, tetapi 
juga pergaulan rumah tangga, pergaulan onmg lain dimasyarakar, dan 
bahkan kehidupaan bermasyarakat dan bernegara secata luas. 6 

Pemerkosaan sebagai delik kesusilaan diarrikan: pertama .. kekerasan 
atau ancaman kekerasan dengan memaksa perempuan untuk bersetubuh 
di Juar perkawinan. Kedua, kekerasan atau ancarnan kekerasan dengan 
memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan 
seksual sebagaimana dalam pasal285 KUHP. Oleh karena itu, perbuatao 
pemerkosaan disebut jika didalamnya terdapat unsur: 
l. Kekerasan atau ancarnan kekerasan yang membuat si korban tidak 

mampu menolak. 
2. Keterpaksaan korban dalam melakukan hubungan biologis. 
3. Hubungan biologis yang terjadi secara nyata. 7 

Meskipun telah ada undang-undang yang dapat digunakan untuk 
menuntur suami yang melakukan pemerkosaan dalam rumah tangga. 

Akan tetapi pad a praktcknya pemerkosaan dalam rumah. taogga 
mengalami kendala untuk diproses secara hukurn. Hal ini disebutkan 
oleh beberapa hal, antara lain: 
l. Terjadi diruang yang sangat privat sehingga pada umumnya tidak 

ada orang yang mengetahui selai pelaku dan korban. 
5 Muyassaromssholichah, "Pemanfaacan Perbandingan Hukum Delik 

Kesusilaan dalam Pembangunan Huk.urn Pidana Nasional'", Sosio-Regi!ia, Vol 2, 3 
Mei 2003, hlm. 471. 

6 Muyassarocussolichah, Marical Rape, PerspektifYuridis Viktimologis. dalam 
Mochammad Sodik, ed. Teia<Jh Ulang U'"lrmmfl" SekJ/fa/iJas, (Yogyakarca: PSW lAIN 

Seman Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IlSEP-ClDA, 2004). him. 343. 
' Ibid., him. 344. 
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2. Sebagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya, 
pemerkosaan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai aib 
keluarga yang tabu untuk diceritakan pad a orang lain. 

3. Terjadi pada pasangan yang sah untuk melakukan hubungan seksual, 
b,Uk menurut hukum Negara, maupun hukum Agama. 

4. Sebagaimana perkosaan diatur diluar perka winan, unsur paksaan pada 
pemerkosaan dalam. perkawinan seringkali sulit dibuktikan secara 
fisik. 

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta 
kekerasan seksual yang rerjadi dalam-relasi an tara suami isteri, ma.ka yang 
berlaku adalah de!ik aduan. Dimana korban itu sendiri yang melaporkan 
secara langsung kepad2 kepolisian, a tau m.emberi kuasa kepada keluarga 
ata.u orang lain untuk melaporkannya. 

C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum PostifTentang 
Kekerasan Seksual da!am Rumah Tangga Sebagai Alas an 
Perceraian. 

lstilah "Perceraian" tetdapat dalam Pasal38 Undang-undang Nomot 
1 Tahun 1974 Tenrang Perkawinan yang memuat tenrang ketentuan 
fakultatif bahwa "perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. 
Perceraian, c. Atas putusan pengadilan". Jadi, istilah ''perretaian 'secara 
yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya 
hubungan sebagai suami istri arau berhenti berlaki bini.8 

Selanjurnya untuk ketentuan tentang putusnya perkawinan 
diatur .dalam pasal 38 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
sebagaimana dikutip oleh Wasman dan Watdah Nuroniyah yaitu: 
a) Karcna kematian salah salah satu pihak, 
b) Karena perceraian dan 
c) Atas keputusan pengadilan.9 

Dengan adanya penegasan Pasal di atas apabila suami istri su.dah 
tidak ada lagi harapan unruk hidup bcrsama-sama dalam satu ikatan 

8 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hulwm Perceraian cet.2, Sinar Graftka: Jakarta, 

2014, him. 15. 
9 Wasman, dan Wardah Nuroniyah, Hulwm Perkawhum lslnm da!am 

Perbandingan Fiqhdan H11k11m PoJitif,Yogyakarca: Liberty, 2003, him. 154. 
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perkawinan dengan damai dan rukun, karena menurut Ahmad Rofik 

perceraian merupakan alternatife terakhir (pintu darurar) yang boleh 
ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat 
dipertahankan lagi keutuhan dan kesinambungannya. 10 

Tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke 
pengadilan. Harus ada alasan-a]asan yang cukup menurur hukum, 
sehingga gugatan cerai bisa dikabu.lkan Pengadilan. 

A.lasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 
Tahun 1974 Tentang PerkawinanJo Pasal19 Peraruran Pemerintah No. 
9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tenrang Perkawinan yakni sebagai berikut: 
a. Salah sacu pihak berbuat zina acau menjadi pemabok, pemadat, 

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
b. Salah satu pihak meninggalkan yang Jain selama 2 (dua) rabun 

berturut-turut tanpa izin pil1ak yang lain dan tanpa alasan yang sah 
atau karena hal lain diluar kemampuannya; 

c. Salah saru pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) rahun atau 
hukuman yang lebih berat setela.h perkawinan berlangsung; 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan terhadap pihak yang lain; 

e. Salah satu pihak mendapat cacar badan atau penyakit yang 
mengakibackan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami 
atau isteri; 

£ Antara suami dan isteri terus menerus terjadi per_selisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapn akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga; 

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alas an perceraian 
selain alasan-a.lasan diatas, sebagaimana diatur dalam Pasalll6 Kompilasi 
Hukum Islam yaicu: 
a. Suami melanggar caklik talak; 
b. Peralihan agama a tau murtad yang menyebabkan rerjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga.U 

10 Ahmad Roflk, l-i11kll111 Islam di Indonesia. Jakarta: mja Grafindo Percsada, 

2000, him. 269. 
11 "Aiasan-Aiasa.n Perceraian", hnps:l/konsultanhukum. web.id/alasan-alasan­

perceraian- menurut-hukum.hrml, diakses pad a 24 Juli 2019. 
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Dengan kata lain, hakim tidak akan mengabulkan gugatan cerai di 
luar alasan-alasan di atas. 

Kekerasan seksual ini bisa dilakukan laki-laki rerhadap perempuan, 
bisa juga sebaliknya. Namun yang umum rerjadi pelakunya adalah 
laki-]aki. Pemerkosaan dalam rumah tangga belum begitu popular di 
dengar oleh sebagian masyarakat kita. Dimana tindakan tersebut tidak 
dibenarkan dalam hukum Islam maupun hukum Positif.Karena tindakan 
rersebut tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan apal·agi nilai-nilai 
keislaman, karena di dalamnya ridak mengandung relasi yang baik 
(rnu'asyarah bi al-ma' riif). 

Didalam hukum Islam, salah satu unsur penting dalam penetapan 
hukum adalah maq~id asy-syarlah. Maq~id asy-syarl'al1 menjadi dokrrin 
dasar dan sekaligus metodologi dalam penetapan hukum Islam.12 Di 
dalam doktrinmaq~id asy-syarl ah diseburkan, syari'ah ditucunkankepada 
manusia adalah mewujudkan kema.lahatan dan kebaikan manusia dan 
seluruh makhluk, baik kemashlahatan dunia maupun akhirar (tal)q!q al­
mashlallah).13 

Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 19 bahwasannya 
Allah memerinrahkan supaya memperlakukan suami arau istri dengan 
baik. Karena dalam hubungan seksual pun Islam mengajarkan tenrang 
prinsip Mu'isyaral1 hi al-Ma'riif. Antarasuami istri hams saling memberi 
dan menerima, tidak saling menyakiti, serta tidak mengabaikan hak dan 
kewajibannya masing-masing. 

Adapun bunyi ayat tersebut juga menunjukkan bahwa seorang suami 
dalam menggauli istri atau sebaliknya haruslah dengan baik (mu'asyarah 
bi al-ma'riif), kemudian jika dipahami dengan kebalikannya (mafhiim 
mukhalafah) dari bunyinya, yakni haramnya seorang suami mempergauli 
istrinya dengan cara kekerasan (mu'asyarah bi al-munkar). 

Dalam KHl Bah XII Pasal 77 ayat 5 diseburkan: bahwa 'Jika suami 
atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan 
gugatan kepada Pengadilan Agama", dapat disimpulkan bahwa melalaikan 
kewajiban saja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apalagi 
sam_pai melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga. 

tl Yudian W, "'Maqashid al-S)'ari'ah sebagai Doktritl dan Metode", dalam Al­
Jami"ah, No. 58, him. 98-105. 

13 Asy-Syatibi, al-MJtwafaqat fi UshiJ! al-Ahkam, (ttp: Dar al-Ra.<iad al-Hadist, 
rr), II 
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Seirama dengan perubahan zaman, fenomena rumah rangga pun 
semakin berkembang, bagaimana jika salah saru pihak suami isrri 

mengalami kelainan dalam pemuasan seksualnya berupa kekerasan seksual 
dalam berhubungan seks. Untuk mengetahui status hukwn kekerasan 
seksual sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukun1 Islam perlu 
dijawab dengan metode Qiyas, yaitu Qiyas Aulawi. 

Qiyas aulawi adalah illat yang terdapat pad a qiyas (jim/) lebih aula 
(utama) dari pada illat yang ada pada tern pat mengqiyaskan (ash!). Sepetti 
mengqiyaskan perbuatan memukul, kepada kata-kata yang kurang 
mengenakkan terhadap otangtua karen a illarnya menyakiti. Keharaman 
memukul orang tua lebih kuat daripada sekedar mengatakan kata-kata 
yang kurang mengenakkan, seperti kata ah dan ul1. 

Dalam kasus ini hukum yang dapat diambil yakni dengan 
menggunakan metode qiyas. Allah memerintahkan kepada seorang 
suami untuk menggauli isrrinya dengan baik atau sebaliknya. Jadi, 
suami tidak boleh sewenang-wenang dalam memperlakukan isrri. Hal 
ini menunjukkan bahwa berlaku sewenang-wenang menyakiti istri saja 
dilarang, apalagi melakukan kekerasan seksual. Permasalal1an tersebut 
rermasuk dalam kategori qiyas aulawi, yang mana furu' lebih tinggi 
ringkatannya dibanding hukum ash! dengan illat yang sama yaitu 
menyak.iti istri 

Dalam hal ini dapat dikaitkan juga dengan permasalahan kekerasan 
seksual dalam rwnah tangga, seperti yang dijelaskan dalam KHI Pasal 
77 ayat 5 bahwa 'Jika suami atau istri melalaikan kewajibannyamasing­
masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama", dapat 
disinapulkan bailwa melalaikan kewajiban saja dapat mengajukan gugatan 
ke Pengadilan Agama apalagi sampai melakukan kekerasan seksual 
dalam rumail tangga. Sarna halnya dengan qiyas aulawi, berkata ah 
denga orangtua saja termasuk durhaka, apalagi melakukan kekerasan 
rerhadap orangtua. 

Dengan demik.ian kekerasan seksual dalam rumail tangga dapat 
menghilangkan arti pen ring sebum pcrnikal1an yang bernuansa sosial dan 
individuaL Pertama. karena keker!l.San seksual tersebut dapat membuat 
pasangan mengalami crauma, baik secant psikis maupun biologis. Kedua~ 

karena berbahaya sehingga dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan 
biologis arau jima' yang menjadi tujuan diadakannya pernikahan yaitu 
hubungan seksual. Oleh karena itu masalah kekerasan seksual dalam 
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rumal1 tangga dapat di qiyaskan kepada masalah kekerasan sebagai alasan 
diperbolehkannyakhiyar (memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan 

pernikahannya. 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyeburkan frasa 
"kekerman seksuaf', namun yang dinaaksud berbeda dengan frasa '"kekerasan 
sekmaf' dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasal 8 UU PKDRT 
menyebutkan bailwa bentuk kekerasan seksual yang dinaaksud berupa 
pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam 
lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap 
salah seorang dalam lingkup rumail ranggru1ya dengan orang lain untuk 
tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Ketentuan UU PKDRT ini 
memberikan perlindungan bagi korb,.n kekerasan seksual sebagainaana 
dimiksud dalam Pasal 8 UU PKDRT sepanjang korban menetap daiam 
lingkup rumail tangga arau korban berada dahun lingkup rwnah tangga 
pelaku. 14 

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan memberikan 
perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual, baik yang menerap 
dalam lingkup rumah tangga atau berada dalam lingkup rumah tangga 
pelaku maupun yang tidak mempunyai keterkaitan dengan lingkup rumih 
rangga pelaku. Selain itu, jenis kekerasan seksual yang dikategorisasikan 
sebagai tindak pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalail 
9 jenis kekerasan seksual. Pengaturan ini hanya dapar dilakukan dan 
tidak dapat dibebankan kepada UU PKDRT yang merupakan aturan 
khusus (lex specialis) dan tidak dapat dibebankan kepada UU PKDRT 
yang merupikan aturan khusus untuk kekerasan dam rumah tangga. 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa UU PKDRT bukan 
aturan khusus yang diajukan untuk menampung dan menyelesaikan 
permasalal1an kekerasan seksual. Terlebih lagi sesuai dengan namanya, UU 
PKDRT hanya berliku apabila kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup 
r~mail tangga, arrinya tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku 
yang melakukannya terhadap orang lain diluar lingkup rumah tangganya. 
Oleh karena itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat diperlukan 
mengingat kondisi saac ini belum ada penuuran perundang-undangan 

l-1 Perbedaan RUU Peoghapusan Kekemsan Seksual dengan UU Pengbapusan 
Kekerasan Kckerasan Dalam Rumah Tangga, https://www.komnasperempuan.go.id. 

diabes 231\{aret 2019. 
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yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan rerhadap jenis tindak 
pidana kekerasan seksua1 yang ada. 15 

D. Penutup 

Melakukan kekerasan seksual dalam rumah rangga merupakan 
tindakan yang sangat keliru, karena dalam relasi rumah rangga harus 
menggunakan Mu'asyaroh bi al-Ma'ruf. Apabila salah satu melakukan 
kekerasan seksual dalam rumah tangga, maka salah sarunya dapat 
memilih unruk melanjutkan atau mengakhiri rumah tangganya. Apabila 
ingin mengakhirinya, kekerasan seksual (pemerkosaan) dapat dijadikan 
sebagai alasan pengajuan perceraian karena sangat jauh dengan prinsip 
Mu'asyaroh bi al-Ma'ruf dan dalam rumah tangga tidak boleh berlaku 
sewenang-wenang. 

II !bid. 
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